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Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Wajib Daring
YOGYA (KR) - Masa

Pengenalan Lingkungan
Sekolah (MPLS) atau kerap
disebut Masa Orientasi
Siswa (MOS) yang rutin di-
gelar awal tahun ajaran
baru, tahun ini wajib dige-
lar secara daring. Hal ini
mengingat situasi pandemi
yang belum memungkinkan
ada pembelajaran tatap
muka di sekolah.

”Harus dilakukan dar-
ing. Sudah ada surat eda-
ran yang kami sampaikan
ke seluruh sekolah,” tan-
das Kepala Dinas Pendi-
dikan Pemuda dan Olah-
raga (Disdikpora) Kota
Yogya Budi Asrori, Kamis
(8/7).

Menurutnya, kebijakan
tersebut ditempuh karena
adanya aturan PPKM
Darurat yang mewajibkan
kegiatan belajar mengajar
dilakukan secara daring.
Selain itu sebagai upaya un-
tuk memastikan kea-
manan, kesehatan, dan ke-
selamatan seluruh siswa
serta warga sekolah.
Terkait konsep MPLS,
sepenuhnya menyesuaikan
kondisi sekolah.

Budi menjelaskan, seko-
lah yang memiliki fasilitas
memadai bisa menggu-
nakan video maupun ap-
likasi pertemuan daring.
”Yang penting tujuan untuk
mengenalkan lingkungan
sekolah bisa tercapai. Siswa
baru mengenal sekolahnya
meskipun hanya melalui
daring. Setelahnya akan di-
lanjutkan dengan pembela-
jaran yang juga wajib di-
lakukan secara daring.
Kami sudah menyiapkan
modul pembelajaran daring
sebagai panduan guru.
Tujuannya untuk stan-
darisasi pelaksanaan pem-
belajaran secara daring,”
urainya.

Dalam modul tersebut
sudah dilengkapi pemeta-
an pembelajaran anak di

rumah oleh wali kelas.
Harapannya mampu me-
minimalisasi penurunan
kualitas pembelajaran. Se-
hingga ada pendekatan
yang berbeda untuk anak
yang mendapat pendam-
pingan orangtua saat bela-
jar di rumah dan yang ti-
dak didampingi.

Sementara itu, Taman
Pintar Yogyakarta sebagai
tempat rekreasi dan
edukasi juga menawarkan
program untuk mengisi
masa pengenalan lingkung-
an sekolah yang diberi na-
ma MOS Pintar pada 12-17
Juli. 

Kegiatan yang dikemas
secara daring tersebut da-
pat diakses oleh siswa dari
jenjang SD hingga SMA
atau sederajat melalui
Zoom Meeting dan tidak
hanya terbatas untuk siswa
di Kota Yogya.

Kepala UPT Pengelola-
an Taman Pintar Retno
Yuliani, menjelaskan
dalam kegiatan tersebut
siswa akan diajak melaku-

kan tur secara virtual me-
ngunjungi wahana sains
di Taman Pintar, menda-
pat materi dari berbagai

narasumber seperti BNN
dan science show atau
lokakarya. 
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Penyekatan, Kepadatan Lalu Lintas Berkurang 57 Persen

Kepala Dinas Perhubung-

an Kota Yogya Agus Arif

Nugroho, menjelaskan ter-

dapat sembilan simpang

potensial yang ia lakukan

penyekatan. Masing-ma-

sing di simpang Permata

sisi barat dan timur, sim-

pang Gondomanan sisi ti-

mur dan barat, simpang

Gramedia sisi timur dan se-

latan, simpang Galeria sisi

timur serta simpang Sera-

ngan sisi barat dan timur.

”Dari sembilan simpang po-

tensial itu, rata-rata penu-

runan volume kendaraan

mencapai 57 persen,”

ujarnya, Kamis (8/7).

Parameter penghitungan

volume kendaraan di sim-

pang dilakukan dengan

menghitung panjang antre-

an kendaraan di tiap kaki

simpang. Misalnya di sim-

pang Permata di kaki sim-

pang sisi barat yang semula

antrean kendaraan bisa

mencapai 35-40 meter, ma-

ka berkurang menjadi 20-

25 meter atau berkurang 29

persen. Kemudian pengu-

rangan volume kendaraan

yang cukup banyak terjadi

di Jalan Urip Sumoharjo

yaitu di simpang Galeria.

Antrean kendaraan di kaki

simpang sisi timur biasanya

mencapai 70 meter tetapi

kemudian berkurang men-

jadi 10 meter atau berku-

rang hingga 90 persen. Jika

dihitung rata-rata kondisi

dari sembilan simpang ter-

sebut, penurunannya men-

capai 57 persen.

Agus berharap, penurun-

an volume kendaraan terse-

but merupakan sinyal posi-

tif bahwa masyarakat me-

naati aturan yang diber-

lakukan pemerintah saat

PPKM Darurat, yakni

membatasi mobilitas di luar

rumah apabila tidak terlalu

mendesak. 

”Sembilan simpang itu

kami lakukan penyekatan

setelah ada penyekatan di

ring satu seperti kawasan

Malioboro. Dampaknya ya

di sembilan simpang po-

tensial itu. Sekarang pun

kami kaji untuk penera-

pan lokasi lain untuk ka-

mi ajukan ke kepala da-

erah,” imbuhnya.

Menurut Agus, kebijakan

penyekatan tersebut ken-

dalinya berada di tangan

kepala daerah dan ke-

polisian. Termasuk durasi

waktu yang semula dipu-

tuskan mulai pukul 16.00

WIB kemudian diajukan

pukul 14.00 WIB. 

Beberapa lokasi di tem-

pat strategis bahkan mulai

diberlakukan 24 jam. 

Selama penyekatan pun

tidak ditempatkan petugas

yang selalu berjaga. Hal ini

karena untuk memberikan

pesan kepada masyarakat

agar membatasi pada

kegiatan yang tidak masuk

esensial maupun kritikal.

Apalagi selama penyekat-

an yang dilakukan di se-

jumlah ruas jalan tersebut,

Agus mengaku tidak me-

nimbulkan dampak berupa

beralihnya kepadatan lalu

lintas di ruas jalan lain.

”Kami sudah memantau se-

jumlah ruas jalan. Tidak

ada peningkatan kepadatan

atau terjadi kemacetan.

Lalu lintas tetap lancar,” je-

lasnya.

Selain melakukan penye-

katan jalan, mulai hari ini

juga akan dilakukan opera-

si gabungan untuk penge-

cekan acak atau random

kepada pelaku perjalanan

yang akan masuk ke Kota

Yogya. (Dhi)-f

YOGYA(KR) - Upaya penyekatan di sejumlah

simpang jalan di Kota Yogya memiliki dampak

signifikan dalam menurunkan kepadatan arus

lalu lintas. Hasil pemetaan sejak Selasa (6/7)

lalu, terjadi penurunan hingga 57 persen diban-

ding sebelum ada penyekatan.
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Vaksinasi massal di DPRD Kota Yogyakarta.

LOKASI VAKSIN TERUS DITAMBAH

Ribuan Warga Ikuti Vaksinasi di DPRD Kota Yogya
YOGYA(KR) - Ribuan warga Kota Yogya

mengikuti vaksinasi Covid-19 yang digelar

di kompleks DPRD Kota Yogyakarta, 3-7

Juli 2021. Antusiasme warga mengikuti

vaksinasi ini terbilang tinggi, sebab setiap

harinya terdaftar 750 warga.

”Dari 3.030 undangan, hampir seluruh-

nya hadir. Antusiasme masyarakat meng-

ikuti vaksinasi ini sangat bagus. Ini menun-

jukkan bahwa masyarakat semakin sadar

pentingnya vaksin,” ungkap Anggota Pan-

sus Pengawasan Penanganan Covid-19

DPRD Kota Yogya, Nurcahyo Nugroho

dalam siaran pers yang diterima KR,

Kamis (8/7).

Menurut Nurcahyo, vaksinasi massal

tersebut terbagi dalam empat gelombang

yang masing-masing gelombang diikuti 750

warga terdaftar. 

Dalam vaksinasi massal diperoleh

alokasi 3.030 dosis, dimana hampir selu-

ruhnya terinjeksi. Meskipun tampak terja-

di antrean panjang namun proses vaksinasi

berjalan lancar dan tertib.

Politisi PKS itu memastikan kegiatan

vaksinasi massal tersebut berlangsung de-

ngan baik, meski di tengah pelaksanaan

PPKM Darurat. ”Harapanya, program vak-

sinasi massal seperti ini terus digencarkan.

Tujuannya untuk menciptakan herd immu-

nity, juga untuk menekan angka kesakitan,

serta kematian akibat paparan Covid-19,”

terangnya.

Pihaknya mendorong Pemerintah Kota

Yogyakarta agar memperbanyak lokasi

vaksinasi bagi masyarakat. Sehingga, tak

terpusat di faskes, baik itu rumah sakit,

atau Puskesmas di wilayah.

”Seharusnya itu tersebar di beberapa

lokasi. Lalu, untuk pendaftarannya, bisa

menggunakan sistem online, apalagi

Pemkot punya aplikasi JSS. Jadi, masyara-

kat tinggal datang saja, sesuai dengan

lokasi yang sudah ditentukan saat mendaf-

tar,” ungkapnya. Nurcahyo juga mengingat-

kan agar masyarakat yang sudah divaksin

tetap memperhatikan protokol kesehatan. 

(Dev)-f

YUDHI KURNIAWAN KETUA DPW DIY

Muncul Partai Baru, ‘Partai UKM Indonesia’
YOGYA (KR) - Dunia perpolitikan di

DIY kian marak menyusul kemunculan

partai baru bernama Partai Usaha Kecil

Menengah (UKM) Indonesia. Sesuai na-

manya, organisasi politik ini melibatkan

para pengusaha, khususnya pelaku UKM,

sebagai kader partai sekaligus konstituen

dalam pemilu mendatang.

Yudhi Kurniawan ditetapkan sebagai

Ketua DPW Partai UKM Indonesia DIY pe-

riode 2021-2026. ”Alhamdulillah sudah kita

terima SK DPW Partai UKM Indonesia

Provinsi DIY dari DPP dengan Nomor:

009.SK/DPP Partai UKM Indonesia/VII/

2021.Kami akan bekerja keras untuk mem-

bangun Partai UKM Indonesia di DIY, ” ka-

ta Yudhi Kurniawan yang akrab disapa

Yudhi Gemari dalam siaran pers yang dite-

rima KR, Kamis (8/7).

Yudhi mengatakan, partainya siap ber-

saing dengan partai yang sudah eksis di

DIY. Meski baru berdiri, ia yakin Partai

UKM Indonesia akan berkembang pesat di

masa mendatang. Saat ini DPW Partai

UKM Indonesia DIY sudah membentuk

kepengurusan tingkat kabupaten/kota se-

DIY. Selain itu DPW juga akan turun ke

bawah membantu DPD membentuk DPC-

DPC di tingkat kecamatan.

”Basis massa kami adalah pelaku usaha

yang jumlahnya sangat banyak di

Indonesia juga DIY. Partai UKM Indonesia

adalah wadah perjuangan untuk kalangan

UMKM, koperasi dan pedagang pasar.

Partai berbasis ekonomi kerakyatan ini

bisa merangkul para pengusaha kecil dan

menengah untuk terlibat dalam politik,”

ujar Yudhi.

Ketua Umum DPP Partai UKM Indo-

nesia Syafrudin Budiman SIP mengatakan

partainya siap memperjuangkan kalangan

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)

serta koperasi dan industri kecil menengah

(IKM).  (Dev)-f

Satpol PP Usulkan Perda Disiplin Prokes
YOGYA (KR) - Pemda DIY melalui

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP) terus berupaya melaksanakan

poin-poin dalam Pemberlakuan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat

(PPKM) Darurat. Salah satunya de-

ngan memberikan sanksi secara

tegas bagi mereka yang terbukti

melanggar. Namun ternyata sanksi

yang diberikan tidak menimbulkan

efek jera. 

Hal itu dibuktikan dengan masih

banyaknya pelanggaran di masa PP-

KM Darurat. Melihat fenomena

tersebut Satpol PP DIY akan meng-

usulkan Peraturan Daerah (Perda)

tentang disiplin dan penegakan

hukum protokol kesehatan (prokes)

sebagai upaya pencegahan dan pen-

gendalian Covid-19. 

”Sebetulnya aturan soal sanksi ter-

hadap pelanggaran protokol kese-

hatan sudah diatur dalam Peraturan

Gubernur DIY (Pergub) Nomor 24

Tahun 2021. Namun dalam Pergub

tersebut hanya menyangkut teguran

lisan, tertulis dan pembinaan melalui

kerja sosial bagi pelanggar disiplin

protokol kesehatan untuk perorangan.

Sementara bagi pengelola atau

penanggung jawab fasilitas umum

yang melanggar, sanksinya juga tegu-

ran lisan dan tertulis sampai penutup-

an tempat usaha sementara. Sehingga

tidak menimbulkan efek jera,” kata

Kepala Satpol DIY, Noviar Rahmad  di

Yogyakarta, Kamis (8/7).

Diungkapkan, usulan Perda ke

DPRD DIY tersebut dilakukan supaya

para pelanggar disiplin prokes ada

efek jera. Oleh karena itu, dibutuhkan

Perda yang bisa mengatur sampai

sanksi denda dan kurungan badan.

Sebetulnya bisa saja menggunakan

Undang-undang Karantina Keseha-

tan dan KUHP yang menyangkut per-

lawanan terhadap petugas. 

Namun upaya tersebut baru bisa

dilakukan ketika Pemda DIY mem-

berlakukan Pembatasan Sosial

Berskala Besar (PSBB) seperti di

DKI Jakarta. Padahal untuk saat ini

DIY belum melakukan (PSBB).

Sementara itu,  jika menggunakan

peradilan umum butuh waktu yang

cukup lama mulai dari penyidikan

sampai peradilan rata-rata butuh

waktu enam bulan. Sedangkan

pelanggaran harian cukup banyak

sehingga tidak memungkinkan un-

tuk digunakan.

”Kami sudah berkoordinasi de-

ngan DPRD DIY untuk mengeluar-

kan Perda soal Disiplin Protokol

Kesehatan. Dengan adanya Perda

tersebut ke depan bisa dibawa se-

cara yustisi di pengadilan baik tin-

dak pidana ringan (Tipiring) atau

pengadilan singkat. Sehingga bisa

mendukung upaya pencegahan dan

pengendalian Covid-19 di DIY,”

terangnya. (Ria)-f


